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ABSTRACT

Penelitian ini mengungkapkan berbagai permasalahan dalam implementasi kebijakan hukum di
sektor pertanian Kabupaten Sumenep. Pemerintah daerah telah merancang kebijakan seperti
subsidi input pertanian, program stabilisasi harga melalui koperasi, dan pengawasan distribusi
hasil pertanian untuk melindungi petani dari fluktuasi harga. Namun, pelaksanaannya masih
menghadapi kendala signifikan, seperti keterbatasan anggaran, penyimpangan distribusi bantuan,
dan lemahnya pengawasan. Banyak petani tidak memahami hak-hak mereka dalam kebijakan
hukum yang berlaku, yang diperparah oleh minimnya edukasi hukum. Akibatnya, petani tidak
dapat memanfaatkan program yang ada secara maksimal dan tetap bergantung pada tengkulak
untuk menjual hasil panen dengan harga rendah. Fluktuasi harga komoditas pertanian menjadi
tantangan utama yang memengaruhi pendapatan petani. Ketika harga turun, petani menderita
kerugian besar, sementara saat harga naik, keuntungan tidak sebanding dengan biaya produksi.
Respon pemerintah terhadap krisis harga sering terlambat, sementara koperasi tani belum
optimal dalam membantu petani karena keterbatasan sumber daya dan manajemen. Hambatan
lain termasuk kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah, organisasi petani, dan dinas
terkait, serta infrastruktur yang buruk, seperti akses jalan ke pasar yang memengaruhi biaya
transportasi. Untuk mengatasi kendala tersebut, perlu adanya peningkatan edukasi hukum,
pemanfaatan teknologi informasi, penguatan peran koperasi, serta koordinasi antarpihak yang
lebih baik. Dengan langkah strategis ini, kebijakan hukum dapat memberikan dampak positif yang
lebih besar bagi kesejahteraan petani di Kabupaten Sumenep.
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PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara
agraris yang mengandalkan sektor
pertanian sebagai salah satu pilar utama
perekonomiannya.  Sebagian  besar
penduduk, terutama yang tinggal di
wilayah pedesaan, menggantungkan
mata pencaharian mereka pada sektor
ini. Sektor pertanian tidak hanya penting
dalam menyediakan kebutuhan pangan
nasional tetapi juga memberikan
kontribusi

signifikan terhadap

pertumbuhan  ekonomi lokal dan

nasional. Namun, sektor ini menghadapi
berbagai tantangan yang kompleks,
salah satunya adalah fluktuasi harga
komoditas  pertanian yang dapat
merugikan petani secara ekonomi.
Fluktuasi  harga  komoditas
pertanian tidak hanya berdampak pada
pendapatan petani, tetapi juga pada
kestabilan ekonomi daerah, terutama di
wilayah-wilayah yang bergantung pada
sektor ini seperti Kabupaten Sumenep.
Ketika harga komoditas turun drastis,

petani sering kali mengalami kerugian
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besar. Sebaliknya, ketika harga naik,
keuntungan yang diperoleh sering Kali
tidak mampu menutupi biaya produksi
yang semakin meningkat.
Ketidakpastian ini menyebabkan banyak
petani terjebak dalam siklus utang yang
sulit dihindari.

Kabupaten Sumenep merupakan
salah satu daerah di Indonesia yang
memiliki  potensi besar di sektor
pertanian. Berbagai komoditas seperti
padi, jagung, dan tembakau menjadi
andalan utama bagi petani di daerah ini.
Namun, potensi ini belum diimbangi
dengan pengelolaan yang maksimal,
sehingga petani sering kali menghadapi
kesulitan dalam mencapai kesejahteraan.
Ketidakstabilan harga di pasar menjadi
ancaman serius bagi kelangsungan hidup
mereka.

Penurunan harga yang
signifikan, terutama pada saat panen
raya, adalah salah satu masalah utama
yang dihadapi petani. Selain itu,
kenaikan harga input pertanian seperti
pupuk, benih, dan pestisida juga menjadi
beban tambahan bagi petani. Akibatnya,
keuntungan yang diperoleh sering Kali
sangat minim, bahkan tidak jarang
petani harus menanggung Kkerugian.
Dalam situasi seperti ini, petani yang
tidak memiliki modal cukup sering kali
bergantung pada tengkulak untuk
menjual hasil panen mereka. Tengkulak

sering menawarkan harga yang jauh di

bawah harga pasar, sehingga petani
tidak mendapatkan keuntungan yang
seharusnya.

Pemerintah  Indonesia  telah
mengeluarkan ~ berbagai  kebijakan
hukum untuk melindungi petani dari
risiko fluktuasi harga dan permasalahan
lainnya. Salah satu kebijakan utama
adalah Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2013 tentang Perlindungan dan
Pemberdayaan Petani. Undang-undang
ini bertujuan untuk memberikan jaminan
atas stabilitas harga, meningkatkan
akses petani terhadap sumber daya
pertanian, dan memperkuat posisi tawar
mereka di pasar.

Di tingkat lokal, pemerintah
daerah Kabupaten Sumenep juga telah
berupaya menerapkan berbagai program
untuk melindungi petani. Program-
program tersebut meliputi pemberian
subsidi pupuk, pembentukan koperasi
tani, dan pengaturan distribusi hasil
pertanian. Kebijakan ini bertujuan untuk
meringankan ~ beban  petani  dan
meningkatkan kesejahteraan mereka.
Namun, efektivitas program-program ini
masih menjadi tantangan besar.

Implementasi kebijakan hukum
di sektor pertanian Kabupaten Sumenep
menghadapi berbagai kendala. Salah
satu hambatan utama adalah kurangnya
pemahaman petani terhadap kebijakan
yang ada. Banyak petani yang tidak

mengetahui hak-hak mereka
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sebagaimana diatur dalam undang-
undang, sehingga mereka tidak dapat
memanfaatkan program-program
pemerintah secara maksimal.

Minimnya  edukasi  hukum
menjadi salah satu penyebab utama dari
masalah ini. Petani sering kali tidak
memiliki akses terhadap informasi
terkait regulasi dan program-program
yang dirancang untuk melindungi
mereka. Kondisi ini semakin diperburuk
oleh rendahnya tingkat literasi digital di
kalangan petani, sehingga mereka tidak
dapat memanfaatkan teknologi
informasi untuk mendapatkan informasi
harga pasar secara real-time.

Selain itu, kurangnya koordinasi
antara pemerintah daerah, organisasi
petani, dan lembaga terkait lainnya juga
menjadi  kendala yang signifikan.
Koordinasi yang lemah ini
menyebabkan program-program yang
dirancang tidak dapat berjalan efektif di
lapangan. Misalnya, subsidi pupuk
sering kali tidak sampai kepada petani
yang membutuhkan karena adanya
penyimpangan dalam distribusinya.

Keterbatasan anggaran juga
menjadi  hambatan  besar  dalam
implementasi  kebijakan perlindungan
petani. Pemerintah daerah sering Kali
tidak memiliki dana yang cukup untuk
mendukung program-program  seperti
subsidi pupuk, stabilisasi harga, dan

pengembangan koperasi tani. Dalam

beberapa kasus, keterbatasan anggaran
ini  menyebabkan  program  yang
dirancang tidak dapat dijalankan secara
berkelanjutan.

Fluktuasi  harga  komoditas
pertanian berdampak langsung pada
pendapatan petani. Ketika harga turun,
petani mengalami kerugian besar yang
dapat mengancam kelangsungan usaha
tani mereka. Dalam kondisi ini, banyak
petani yang harus menjual aset mereka
atau  mengambil pinjaman  untuk
menutupi biaya produksi. Sebaliknya,
ketika harga naik, keuntungan yang
diperoleh sering kali tidak mencukupi
untuk  menutupi  kenaikan  biaya
produksi.

Dampak lain dari fluktuasi
harga adalah ketidakstabilan pasokan
pangan di daerah. Ketika petani tidak
mampu memproduksi hasil pertanian
secara optimal akibat kerugian yang
mereka alami, pasokan pangan lokal
dapat terganggu. Hal ini menunjukkan
bahwa perlindungan terhadap petani
tidak hanya penting untuk kesejahteraan
mereka, tetapi juga untuk menjaga
ketahanan pangan di  Kabupaten
Sumenep.

Untuk  mengatasi  berbagai
kendala yang ada, diperlukan langkah-
langkah strategis yang dapat
meningkatkan efektivitas implementasi
kebijakan hukum di sektor pertanian

Kabupaten Sumenep. Pertama, edukasi
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hukum bagi petani harus ditingkatkan
untuk  meningkatkan pemahaman
mereka terhadap hak-hak yang dimiliki.
Pemerintah daerah dapat bekerja sama
dengan organisasi petani dan lembaga
pendidikan untuk memberikan pelatihan
dan sosialisasi mengenai regulasi dan
program-program pemerintah.

Kedua, pemanfaatan teknologi
informasi  harus menjadi  prioritas.
Pemerintah dapat menyediakan platform
digital yang memungkinkan petani
untuk mengakses informasi harga pasar
secara real-time. Teknologi ini juga
dapat digunakan untuk memfasilitasi
distribusi bantuan dan subsidi secara
lebih transparan.

Ketiga, peran koperasi tani perlu
diperkuat. Pemerintah dapat
memberikan dukungan berupa pelatihan
manajemen dan pendanaan  untuk
meningkatkan kapasitas koperasi dalam
membantu petani menghadapi fluktuasi
harga. Selain itu, koperasi dapat menjadi
wadah bagi petani untuk meningkatkan
posisi tawar mereka di pasar.

Keempat, koordinasi antara
pemerintah daerah, organisasi petani,
dan lembaga terkait lainnya harus
diperbaiki. Pemerintah daerah perlu
membentuk forum koordinasi yang
melibatkan semua pihak terkait untuk
memastikan bahwa program-program

yang dirancang dapat berjalan efektif.

Kelima, infrastruktur pertanian
seperti akses jalan menuju pasar perlu
ditingkatkan. Infrastruktur yang
memadai akan membantu petani dalam
memasarkan hasil panen mereka dengan
lebih efisien, sehingga mereka dapat

memperoleh harga yang lebih baik.

METODE

Penelitian ini  menggunakan
metode kualitatif dengan pendekatan
deskriptif untuk menggambarkan secara
rinci permasalahan dan dinamika yang
terjadi dalam sektor pertanian di
Kabupaten Sumenep. Data penelitian
diperoleh melalui beberapa teknik, yakni
wawancara mendalam dengan berbagai
pihak yang relevan, seperti petani,
aparat pemerintah daerah, dan organisasi
petani. Wawancara ini bertujuan untuk
menggali pandangan, pengalaman, dan
pemahaman mereka terhadap kebijakan
hukum yang berlaku serta tantangan
yang dihadapi.

Selain itu, studi dokumen juga
dilakukan untuk menganalisis regulasi
terkait, seperti Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2013 tentang Perlindungan
dan  Pemberdayaan Petani, serta
peraturan daerah yang relevan. Studi
dokumen ini memberikan kerangka
hukum dan Kkebijakan yang menjadi
dasar untuk menilai implementasi
program pemerintah. Peneliti  juga

melakukan observasi langsung terhadap
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dinamika pasar dan aktivitas pertanian
di wilayah Sumenep, seperti interaksi
petani dengan tengkulak, proses
distribusi hasil panen, dan kondisi
infrastruktur yang mendukung aktivitas
pertanian.

Analisis data dilakukan secara
induktif, di mana peneliti
mengidentifikasi tema-tema utama yang
muncul dari data lapangan. Data yang
dikumpulkan melalui wawancara, studi
dokumen, dan observasi ini diolah
secara sistematis untuk menemukan
pola-pola, hubungan, serta faktor-faktor
yang memengaruhi efektivitas
implementasi kebijakan hukum di sektor
pertanian. Pendekatan ini
memungkinkan peneliti untuk
memahami permasalahan secara
mendalam dan menghasilkan temuan
yang relevan dengan kondisi nyata di

lapangan.

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini mengungkapkan
berbagai dinamika dalam implementasi
kebijakan hukum yang berlaku di sektor
pertanian Kabupaten Sumenep.
Pemerintah daerah telah merancang
kebijakan  berupa  subsidi  input
pertanian, program stabilisasi harga
melalui koperasi, serta pengawasan
distribusi hasil pertanian. Kebijakan ini
bertujuan untuk melindungi petani dari

fluktuasi harga yang kerap menjadi

momok utama dalam sektor pertanian.
Namun, realisasi kebijakan tersebut
masih menemui banyak kendala. Subsidi
yang dijanjikan sering kali tidak
terealisasi  dengan  baik  karena
keterbatasan anggaran dan adanya
penyimpangan distribusi. Selain itu,
pengawasan terhadap distribusi hasil
pertanian juga dinilai belum optimal,
sehingga banyak petani tidak merasakan
manfaat langsung dari kebijakan yang
telah dirancang.

Salah satu persoalan yang
signifikan adalah minimnya pemahaman
petani terhadap kebijakan hukum yang
ada. Hasil wawancara menunjukkan
mayoritas petani tidak mengetahui hak-
hak mereka dalam sistem perlindungan
hukum. Kondisi ini membuat mereka
tidak dapat memanfaatkan kebijakan dan
program yang telah disediakan oleh
pemerintah secara maksimal. Minimnya
edukasi hukum bagi petani menjadi
salah satu penyebab utama lemahnya
implementasi kebijakan. Edukasi yang
kurang juga memperparah
ketergantungan petani terhadap
tengkulak. Banyak petani yang masih
menjual hasil panen melalui tengkulak
dengan harga jauh di bawah harga pasar,
karena mereka tidak memiliki akses
informasi  atau kemampuan untuk
menjual langsung ke pasar.
Ketergantungan ini berdampak

signifikan pada pendapatan petani yang
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kerap kali tidak sebanding dengan biaya
produksi yang mereka keluarkan.
Fluktuasi  harga  komoditas
pertanian menjadi tantangan besar yang
sangat memengaruhi stabilitas ekonomi
petani. Ketika harga komoditas turun
drastis, petani menderita kerugian besar
yang mengancam  keberlangsungan
usaha tani mereka. Sebaliknya, saat
harga naik, keuntungan yang didapatkan
petani sering kali tidak cukup menutupi
biaya produksi yang juga meningkat.
Respon pemerintah terhadap krisis harga
sering kali dinilai lambat, sehingga
petani harus menanggung Kerugian
dalam waktu yang cukup lama sebelum
ada intervensi. Selain itu, peran koperasi
tani yang seharusnya menjadi solusi
dalam stabilisasi harga juga dinilai
belum maksimal. Keterbatasan sumber
daya dan manajemen yang kurang
efektif menjadi kendala utama dalam
meningkatkan ~ kontribusi  koperasi
terhadap kesejahteraan petani.
Kurangnya koordinasi antara
pemerintah daerah, organisasi petani,
dan dinas terkait menjadi faktor lain
yang menghambat implementasi
kebijakan hukum. Sinergi yang lemah
ini  menyebabkan  program-program
yang telah dirancang tidak berjalan
efektif di lapangan. Selain itu,
keterbatasan infrastruktur, seperti akses
jalan menuju pasar, juga menjadi

hambatan besar bagi petani dalam

memasarkan hasil panen mereka.
Infrastruktur yang buruk menyebabkan
biaya transportasi meningkat, sehingga
margin keuntungan yang diterima petani
semakin kecil. Kendala ini diperparah
dengan keterbatasan teknologi informasi
di kalangan petani. Padahal, teknologi
informasi dapat menjadi solusi untuk
memberikan informasi harga pasar
secara real-time, sehingga petani dapat
mengambil keputusan yang lebih tepat
dalam menjual hasil panennya.

Distribusi  bantuan  kepada
petani juga menjadi masalah yang perlu
diperhatikan. Observasi menunjukkan
bahwa sering terjadi penyimpangan
dalam distribusi bantuan. Bantuan sering
kali tidak sampai kepada petani yang
membutuhkan atau distribusinya tidak
merata. Hal ini menimbulkan
ketidakpuasan di kalangan petani dan
mengurangi efektivitas  kebijakan
pemerintah. Di sisi lain, keterbatasan
anggaran pemerintah daerah menjadi
tantangan utama dalam mendukung
program-program  yang  seharusnya
membantu petani. Subsidi pupuk dan
stabilisasi harga, misalnya, sering kali
terkendala oleh anggaran yang tidak
mencukupi.

Dengan berbagai kendala yang
ada, diperlukan langkah strategis untuk
memperbaiki implementasi kebijakan
hukum di sektor pertanian Kabupaten

Sumenep. Edukasi hukum bagi petani
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harus ditingkatkan untuk meningkatkan
pemahaman mereka terhadap hak-hak
yang dimiliki. Selain itu, pemerintah
daerah perlu memperkuat koordinasi
dengan berbagai pihak terkait, termasuk
organisasi petani dan koperasi, untuk
menciptakan sinergi yang lebih baik.
Pemanfaatan teknologi informasi juga
harus  diprioritaskan  agar  petani
memiliki akses terhadap informasi harga
pasar secara real-time. Langkah-langkah
ini diharapkan dapat mengatasi berbagai
kendala yang ada dan meningkatkan
kesejahteraan petani di Kabupaten

Sumenep.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian
mengungkapkan bahwa implementasi
kebijakan hukum yang berlaku di sektor
pertanian Kabupaten Sumenep masih
menghadapi berbagai kendala yang
signifikan. Kebijakan yang dirancang
oleh pemerintah daerah, seperti subsidi
input pertanian, program stabilisasi
harga melalui koperasi, dan pengawasan
distribusi  hasil pertanian, dirancang
untuk memberikan perlindungan kepada
petani dari ancaman fluktuasi harga.
Namun, kendala implementasi, seperti
keterbatasan anggaran dan
penyimpangan dalam distribusi bantuan,
menjadi penghalang utama bagi petani
untuk merasakan manfaat dari kebijakan

tersebut. Hal ini menunjukkan adanya

celah dalam perencanaan dan eksekusi
kebijakan yang perlu segera diperbaiki
agar dapat memberikan dampak nyata
bagi kesejahteraan petani.

Minimnya pemahaman petani
terhadap kebijakan hukum juga menjadi
salah satu persoalan mendasar. Sebagian
besar petani tidak mengetahui hak-hak
mereka dalam sistem perlindungan
hukum yang tersedia. Minimnya edukasi
hukum membuat petani tidak mampu
memanfaatkan berbagai program yang
telah disediakan pemerintah. Akibatnya,
banyak petani tetap bergantung pada
tengkulak untuk menjual hasil panen
mereka, meskipun tengkulak sering
menawarkan harga yang jauh di bawah
harga pasar. Ketergantungan ini tidak
hanya merugikan petani secara finansial
tetapi  juga  menghambat  upaya
pemerintah dalam menciptakan rantai
distribusi yang lebih efisien.

Fluktuasi harga  komoditas
pertanian juga menjadi tantangan besar
yang memengaruhi stabilitas ekonomi
petani. Ketika harga turun drastis, petani
sering kali menderita kerugian besar
yang mengancam  keberlangsungan
usaha tani mereka. Sebaliknya, saat
harga naik, keuntungan yang diperoleh
petani sering tidak sebanding dengan
peningkatan biaya produksi. Kondisi ini
diperburuk oleh respon pemerintah yang
lambat terhadap situasi krisis harga.

Keterlambatan ini menyebabkan petani
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harus menanggung kerugian selama
beberapa waktu sebelum ada intervensi
yang nyata dari pemerintah daerah.
Peran koperasi tani yang
seharusnya menjadi  solusi  dalam
membantu petani mengatasi fluktuasi
harga juga dinilai belum maksimal.
Keterbatasan ~ sumber daya dan
manajemen yang kurang efektif menjadi
kendala utama bagi koperasi untuk
memberikan dampak yang signifikan.
Padahal, koperasi dapat menjadi alat
yang strategis untuk memperkuat posisi
tawar petani di pasar, mengurangi
ketergantungan pada tengkulak, dan
meningkatkan  stabilitas  pendapatan
petani. Peningkatan kapasitas koperasi
melalui pelatihan dan dukungan sumber
daya perlu menjadi prioritas dalam
kebijakan pemerintah daerah.
Kurangnya koordinasi antara
pemerintah daerah, organisasi petani,
dan dinas terkait menjadi faktor lain
yang menghambat efektivitas
implementasi kebijakan. Sinergi yang
lemah antara pihak-pihak ini
menyebabkan program-program yang
telah dirancang tidak berjalan sesuai
rencana. Misalnya, subsidi pupuk yang
seharusnya membantu petani sering kali
terhambat distribusinya karena
kurangnya koordinasi antara dinas
terkait dan distributor. Selain itu,
infrastruktur yang tidak memadai,

seperti akses jalan menuju pasar,

semakin memperburuk situasi. Kondisi
jalan yang buruk meningkatkan biaya
transportasi  hasil panen, yang pada
akhirnya mengurangi keuntungan yang
diperoleh petani.

Keterbatasan teknologi
informasi di kalangan petani juga
menjadi masalah yang signifikan.
Padahal, teknologi informasi dapat
memberikan akses real-time terhadap
informasi harga pasar, sehingga petani
dapat membuat keputusan yang lebih
tepat dalam menjual hasil panennya.
Namun, banyak petani di Kabupaten
Sumenep yang belum familiar dengan
teknologi ini, sehingga mereka tidak
dapat memanfaatkan peluang yang ada
untuk meningkatkan pendapatan.
Pemerintah perlu mendorong
penggunaan teknologi informasi dengan
menyediakan pelatihan dan fasilitas
yang mudah diakses oleh petani.

Selain itu, distribusi bantuan
kepada petani masih sering Kali
menemui berbagai masalah. Observasi
menunjukkan bahwa bantuan sering kali
tidak sampai kepada petani yang
membutuhkan atau distribusinya tidak
merata. Penyimpangan ini menimbulkan
ketidakpuasan di kalangan petani dan
mengurangi efektivitas program yang
telah dirancang. Keterbatasan anggaran
pemerintan  daerah  juga  menjadi
tantangan besar dalam mendukung

program-program seperti subsidi pupuk
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dan stabilisasi harga. Oleh karena itu,
diperlukan perencanaan anggaran yang
lebih efektif dan transparan untuk
memastikan program-program tersebut
dapat berjalan dengan baik.

Langkah strategis yang dapat
diambil untuk mengatasi berbagai
kendala ini  meliputi  peningkatan
edukasi hukum bagi petani, penguatan
koordinasi antarpihak, dan pemanfaatan
teknologi informasi. Edukasi hukum
perlu ditingkatkan untuk memberikan
pemahaman kepada petani tentang hak-
hak mereka dan bagaimana
memanfaatkan kebijakan yang ada.
Pemerintah juga perlu memperkuat
koordinasi dengan organisasi petani,
koperasi, dan dinas terkait untuk
menciptakan sinergi yang lebih baik
dalam implementasi kebijakan. Selain
itu, pemanfaatan teknologi informasi
harus  menjadi prioritas untuk
meningkatkan akses petani terhadap
informasi pasar.

Secara keseluruhan, perbaikan
dalam implementasi kebijakan hukum di
sektor pertanian Kabupaten Sumenep
membutuhkan upaya kolaboratif dari
berbagai pihak. Pemerintah, organisasi
petani, koperasi, dan masyarakat harus
bekerja sama untuk menciptakan
lingkungan yang kondusif bagi petani.
Dengan langkah-langkah strategis yang
tepat, diharapkan berbagai kendala yang

ada dapat diatasi, sehingga

kesejahteraan petani di Kabupaten
Sumenep dapat meningkat secara

signifikan.

KESIMPULAN

Penelitian  ini  menunjukkan
bahwa implementasi kebijakan hukum
di sektor pertanian Kabupaten Sumenep
masih menghadapi berbagai tantangan
yang kompleks. Meskipun pemerintah
daerah telah merancang kebijakan
seperti subsidi input pertanian, program
stabilisasi harga melalui koperasi, dan
pengawasan distribusi hasil pertanian,
pelaksanaannya belum optimal. Kendala
utama Yyang ditemukan  meliputi
keterbatasan anggaran, penyimpangan
distribusi bantuan, kurangnya edukasi
hukum bagi petani, ketergantungan pada
tengkulak, serta lemahnya koordinasi
antara pemerintah daerah, organisasi
petani, dan dinas terkait.

Minimnya pemahaman petani
terhadap kebijakan yang berlaku
menjadi hambatan signifikan dalam
pemanfaatan program-program yang
telah disediakan pemerintah. Hal ini
diperburuk oleh infrastruktur yang
kurang memadai dan terbatasnya akses
petani terhadap teknologi informasi,
yang dapat memberikan mereka akses
real-time terhadap harga pasar. Di sisi
lain, fluktuasi harga komoditas pertanian
tetap menjadi ancaman utama bagi

stabilitas ekonomi  petani, yang
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diperparah dengan lambatnya respon
pemerintah terhadap situasi krisis harga.

Untuk  mengatasi  berbagai
tantangan ini, diperlukan langkah-
langkah strategis, seperti peningkatan
edukasi hukum bagi petani, penguatan
peran  koperasi tani, pemanfaatan
teknologi informasi, dan perbaikan
koordinasi antarpihak yang terlibat.
Dengan upaya Vyang terintegrasi,
kebijakan hukum yang telah dirancang
dapat berjalan lebih efektif dan
memberikan dampak positif  bagi
kesejahteraan petani di Kabupaten
Sumenep. Upaya kolaboratif ini
diharapkan mampu menciptakan
lingkungan yang mendukung
keberlanjutan sektor pertanian dan
mengurangi kerentanan petani terhadap

fluktuasi harga.
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